BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2018 - 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo.
Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan;

c. bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagai dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik untuk periode 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2023;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1
Tahun 2019 tentang RencanaPembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati
Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dokumen
perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 5 (lima)
tahun.



(1)

(2)

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya
disingkat Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dokumen
perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 1 (satu)
tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 2

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun
sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berikut matriknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melaksanakan Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi
Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-
2023.



BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melakukan pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

(2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan laporan hasil
pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Tahun 2024, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 April 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 35
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L.

II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2018 - 2023

UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu
pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional
dan implementatif maka diperlukan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh
sebab itu dokumen renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus selaras
dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu-isu strategis, tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik melakukan koorBadani, sinergi dan harmonisasi dengan
para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal,
Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik /lintas Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Perumusan
Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.



Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7
Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023
ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Renja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sebelum Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2028 disusun dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 19



	MEMUTUSKAN :

